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 Keberadaaan LKM seperti BPR bagi masyarakat di daerah perdesaan 
diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pembiayaan sektor UMKM. 
Dengan memanfaatkan kredit dari BPR usaha nasabah semakin meningkat, omset 
bertambah, dan keuntungan melimpah. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas 
tentang peran BPR dalam pemberian kredit untuk UMKM. 
 Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui diskripsi umum 
tentang Kantor PD BPR BKK TULUNG. Selain itu juga untuk mengetahui peran, 
kendala dan prospek kedepan PD BPR BKK TULUNG dalam pemberian kredit 
untuk UMKM. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan pegawai PD BPR BKK 
TULUNG, observasi dengan mengamati langsung sistem kerja dan komunikasi antara 
pegawai dengan nasabah dan tinjauan pustaka yang bersangkutan dengan penelitian 
ini. Metode pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah model pembahasan 
Diskriptif yaitu pembahasan dengan menggambarkan dan menjelaskan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu obyek yang di teliti. 
 Penelitian ini akan membahas khusus bagaimana peran PD BPR BKK 
TULUNG dalam pemberian kredit untuk UMKM. Hal ini bertujuan untuk menunjang 
kelancaran penyediaan sarana produksi dan kesempatan usaha bagi UMKM. Selain 
itu juga untuk mengetahui kendala dan prospek kedepan PD BPR BKK TULUNG 
dalam pembiayaan UMKM. Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari penelitian ini 
adalah bahwa PD BPR BKK TULUNG telah berperan baik dalam menjalankan 
fungsi intermediary dalam pembiayaan UMKM. Hal ini terlihat dari peningkatan 
jumlah dana yang dapat dihimpun dan disalurkan, dan kinerja yang baik dalam 
pelayanan nasabah. 
 Dan sebagai saran, perlunya mensosialisasikan keberadaan P D  BPR BKK 
TULUNG kepada nasabah potensil dengan menekankan kepada keunggulan  yang 
dimiliki oleh  P D  BPR BKK TULUNG, dan hendaknya PD BPR BKK TULUNG 
memperluas jaringan atau akses dengan membuka kantor cabang baru di daerah yang 
sekiranya para pelaku UMKM membutuhkan peran dari pada LKM atau di daerah 
yang UMKM nya belum dijangkau oleh PD BPR BKK TULUNG. 
  
Kata kunci: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
Peran, Hambatan, Prospek. 
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PD BPR BKK TULUNG ROLE IN LENDING FOR SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES IN MICRO KLATEN AND SURROUNDING AREAS 
 






             MFIs such as the existence of ODA for people in rural areas is expected to be 
the vanguard in the financing of MSME sector. Taking advantage of customers' credit 
from the BPR effort increases, turnover increases, and the abundant 
profits. Therefore, this study discusses the role of ODA in lending to SMEs. 
            The purpose of this final research is to find general descriptions of PD BPR 
BKK Office Tulung.In addition, to determine the role, constraints and future 
prospects of the PD BPR BKK Tulung in lending to SMEs. Then, the data collection 
method used in this study included direct interviews with employees of PD BPR 
BKK Tulung, direct observation by observing the work and communication system 
between customers and employees with a literature review related to this 
research. Discussion of the method used by researchers is the discussion of 
descriptive models of the discussion by describing and explaining in a systematic, 
factual and accurate information on an object in detail. 
           This research will specifically discuss how the role of PD BPR BKK Tulung in 
lending to SMEs.It aims to support the provision of production facilities and business 
opportunities for SMEs. It is also to identify constraints and future prospects of the 
PD BPR BKK Tulung in the financing of SMEs. Overall it can be concluded from 
this study is that PD BPR BKK Tulung has played well in carrying out intermediary 
functions in the financing of SMEs. This can be seen from the increasing number of 
funds that can be collected and distributed, and good performance in customer 
service. 
         And as a suggestion, the need to socialize the presence of PD BPR BKK 
potensil Tulung to clients by stressing the advantages held by PD BPR BKK Tulung, 
and PD BPR BKK Tulung should expand the network or access by opening new 
branches in the region if the perpetrator takes the role of SMEs of the MFI or its 
SMEs in areas not served by the PD BPR BKK Tulung. 
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A.  Latar Belakang 
 Keberadaan  Lembaga  Keuangan Mikro (LKM ) tidak  terlepas  dari  
perkembangan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM ).  Peranan  UMKM  
terutama  sejak  krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup 
penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi  nasional,  baik  dalam  mendorong  
laju  pertumbuhan  ekonomi  maupun penyerapan tenaga kerja.  
 Semenjak terjadinya krisis ekonomi hingga beberapa tahun terakhir ini hampir 
semua bank gencar menggarap sektor Usaha Menengah Mikro dan Kecil (UMKM). 
Karena telah diakui bersama bahwa sektor inilah yang paling tahan terhadap badai 
krisis ekonomi yang memporakporandakan perekonomian nasional dengan menelan 
“korban” berbagai kalangan baik sektor perbankan, perdagangan, jasa, tidak 
terkecuali para Birokrat selaku pemegang kebijakan. Beberapa bank dilikuidasi, 
perdagangan macet, industri menghentikan produksi, PHK dimana-mana, banyak L/C 
Indonesia tidak dipercaya di luar negeri, dan beberapa pejabat bertumbangan. 
 Tapi justru sektor UMKM dapat bertahan, bahkan mengalami perkembangan 
yang signifikan. Hal ini disebabkan antara lain karena UMKM bergerak di hampir 
semua sektor ekonomi. Pertanian, perdagangan eceran, industri rumah tangga, simpan  
pinjam  kelompok dan sebagainya, semua berjalan biasa. Populasinya juga bersifat 
masal dan tersebar sehingga dapat menjadi penyedia barang dan  jasa yang terjangkau  
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bagi konsumen bawah karena jaringan distribusinya luas. Kegiatan UMKM 
umumnya hanya menggunakan teknologi sederhana, sehingga mudah menyesuaikan 
iklim dan lingkungan dimana usahanya berada. Dari sisi pembiayaan, modal UMKM 
biasanya relatif kecil sehingga penyaluran kredit UMKM dapat lebih merata, yang 
sekaligus menjadi strategi dari penyebaran resiko kredit. 
 Namun  sangat  disayangkan,  bahwa  keberadaan  LKM   belum  mendapat  
tempat yang jelas  dalam perekonomian  nasional sebagaimana lembaga keuangan  
lainnya seperti perbankan termasuk didalamnya BPR, koperasi, asuransi,  
perusahaan pembiayaan. Keberadaan  perbankan  telah  diatur  secara  jelas  dalam  
Arsitektur  Perbankan  Indonesia (API) dengan Bank Indonesia sebagai motor 
penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan oleh  pemerintah  berupa  Lembaga  
Penjamin  Simpanan  (LPS)  yang  semakin mengukuhkan  keberadaan  perbankan. 
Kondisi  ini akan  jauh  berbeda  bila  dibandingkan dengan keberadaan LKM  yang 
telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKM yang peranannya dalam PDB 
sangat besar.  
 Bagi pengusaha mikro, kredit bank merupakan madu yang berarti manfaat 
dan memberi nilai tambah bagi pengembangan usahanya. Keberadaaan LKM seperti 
BPR bagi masyarakat di daerah perdesaan diharapkan mampu menjadi ujung tombak 
dalam pembiayaan sektor UMKM. Dengan memanfaatkan kredit dari BPR usaha 
nasabah semakin meningkat, omset bertambah, dan keuntungan melimpah. Itu 
artinya kredit yang diberikan bank dapat menjadi madu bagi nasabah. Tapi 
sebaliknya, kredit bisa menjadi racun karena setelah pinjam BPR usahanya menjadi 
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tersendat, angsuran meningkat, bahkan bisa jadi usahanya sekarat. Racun yang 
menimpa nasabah dapat berimbas meracuni bank, karena dengan tersendatnya usaha 
biasanya akan berakibat pada terhambatnya angsuran. Meskipun pada beberapa 
kasus ada nasabah yang usahanya bangkrut, tapi angsurannya tetap lancar yang bisa 
digambarkan sebagai racunnya nasabah tapi madunya bank, karena mungkin 
nasabah memiiliki itikad dan karakter yang baik. Tetapi hal ini tentu tidak 
diinginkan oleh nasabah maupun bank. 
 Bagi BPR sendiri, kredit bagaikan madu di tangan kanan atau racun ditangan 
kiri. Karena kredit menjadi tumpuan pendapatan operasional dari bunga yang 
dibayar oleh nasabah. Rata-rata 80 % pendapatan BPR adalah bersumber dari 
pendapatan bunga kredit yang disalurkan. Jika angsuran nasabah lancar dalam 
membayar bunga dan pokok sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kredit 
tersebut bisa dibilang menjadi madu bagi bank. Tetapi jika angsuran nasabah 
bermasalah atau bahkan macet, maka kredit tersebut menjadi racun karena bank 
harus menyediakan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang cukup 
untuk menutup kerugian bank akibat kredit macet. Selain itu akibat kredit 
bermasalah juga berdampak pada tertundanya pendapatan bunga, sedangkan biaya 
terus bertambah. Lebih berbahaya lagi jika kredit bermasalah sudah seperti racun 
yang menjalar ke seluruh organ tubuh sehingga berdampak pada timbulnya kematian 
atau kebangkrutan. 
 Oleh karena itu bagaimana kredit bisa menjadi madu bagi nasabah yang 
sekaligus madu bagi bank, para analis kredit tentu sudah paham betul dengan analisa 
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pendekatan yang digunakan. Tetapi bagaimana madu dapat mengalir secara terus 
menerus (sustainable) yang dapat menghidupi nasabah sekaligus menghidupi bank, 
ini yang perlu dipikirkan. 
 Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Klaten, 
karena keberadaan UMKM yang begitu banyak dan selalu mengalami kemajuan di 
daerah Klaten dan sekitarnya tidak terlepas dari keberadaan LKM seperti BPR yang 
mempunyai peran penting dalam pengembangan UMKM di daerah Klaten dan 
sekitarnya. Salah satu conyohnya adalah PD BPR BKK TULUNG yang mempunyai 
peran sangat penting dalam pengembangan UMKM di Klaten dan sekitarnya, dengan 
prestasi demi prestasi yang telah didapat PD BPR BKK TULUNG dalam tingkat 
Nasional menjadikan para pelaku UMKM mempunyai tingkat kepercayaan yang 
tinggi kapada PD BPR BKK TULUNG. 
 Karena sebagian besar penduduk di Klaten bermata pencaharian sebagai 
petani. Oleh karena itu keberadaan UMKM yang begitu banyak tidak terlepas dari 
pada peran PD BPR BKK TULUNG dalam pemberian kreditnya untuk 
pemberdayaan UMKM tersebut sehingga dapat menunjang perekonomian di daerah 
itu. Selain itu keadaan UMKM di daerah Klaten dan sekitarnya sangat baik dan 
mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, hal ini terbukti dengan adanya berbagai 
jenis usaha yang dilakukan para pelaku UMKM, seperti sektor pertaniaan, 
peternakan, perdagangan, industri kecil, dan masih banyak lagi usaha-usaha lainnya. 
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Berpangkal dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 
tertarik untuk meneliti masalah peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam 
mengembangkan usaha mikro untuk itu penulis mengambil judul:  
“PERAN PD BPR BKK TULUNG DALAM PEMBERIAN KREDIT UNTUK 
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KLATEN DAN SEKITARNYA” 
 
B. Perumusan Masalah 
 Karena pelaku UMKM  pada dasarnya adalah lapisan masyarakat yang 
besaran pendapatan lebih berpotensi  mendekati  masyarakat  miskin,  akan tetapi 
mereka  masih  mempunyai  kemauan  untuk  melakukan  usaha  produktif.  Jika  
UMKM terus mendapat hambatan dalam berusaha, termasuk kesulitan mengaskes 
sumber-sumber pembiayaan maka potensi menjadi masyarakat miskin akan menjadi 
kenyataan. Berdasarkan  kondisi  tersebut,  sangat  penting  upaya  untuk  menjawab  
bagaimana memperluas akses-akses pembiayaan bagi para pelaku UKM dan pada 
saat yang bersamaan peranan PD BPR BKK TULUNG terus  berkembang sekaligus 
mampu menjawab kebutuhan para pelaku UKM walaupun  porsinya masih  terbatas. 
Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini adalah:  
1. Bagaimanakah peran PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM di 
Klaten dan sekitarnya? 
2. Kendala apa yang di hadapi PD BPR BKK TULUNG untuk meningkatkan peran 
dalam pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarya? 
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3. Bagaimana prospek PD BPR BKK TULUNG ke depan dalam rangka 
pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peran PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM di 
Klaten dan sekitarnya. 
2.  Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi PD BPR BKK TULUNG 
dalam pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya. 
3. Mengetahui prospek PD BPR BKK TULUNG ke depan dalam rangka 
pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya. 
  
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Untuk membandingkan teori yang telah dipelajari dengan praktik yang dilakukan 
oleh BPR serta menambah wawasan berfikir tentang seluk beluk dunia perbankan. 
2. Bagi Pihak Bank 
Diharapkan melalui hasil penelitian yang dicapai dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan terhadap kebijakan perusahaan yang telah ada dan dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan yang akan disusun oleh perusahaan 






3. Bagi Pihak Lain 
Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan mengembangkan hasil penelitian 
tersebut 
 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Observasi 
Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati sistem kerja dan 
mengamati komunikasi antara pegawai PD BPR BKK TULUNG dengan nasabah. 
2. Metode Wawancara 
Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pegawai PD 
BPR BKK TULUNG sesuai dengan tugas masing-masing. Adapun pihak-pihak 
yang di wawancarai selain pegawai PD BPR BKK TULUNG yaitu nasabah atau 
masyarakat sekitar. 
3. Metode Kepustakaan 
Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pengertian bank, 










A.  Pengertian Bank 
 Ada beberapa pendapat mengenai pengertian bank, menurut Dendawijaya 
(2000:25) yang dimaksud bank adalah  “Suatu jenis lembaga keuangan yang 
melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan 
mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan 
benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”  
 menurut  IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:31) : “Bank adalah 
suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan, yang 
menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang 
membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.” Sedangkan 
menurut pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian 
perbankan adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.” 
 Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha pokok 




masyarakat. Jadi bank memperoleh keuntungan dari pelayanan jasa tersebut dan 
jasa-jasa lain dalam memperlancar lalulintas pembayaran.  
B. Fungsi dan Jenis Bank 
  Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan kepada 
masyarakat secara lengkap fungsi bank dikemukakan oleh Sutojo (1997:1), bank 
memiliki fungsi sebagai berikut : 
1. Bank sebagai penghimpun dana 
Pada fungsi ini, bank mengumpulkan dana dari masyarakat hingga mencapai 
suatu jumlah yang cukup berarti. Bentuk pengumpulan dana dari masyarakat 
oleh bank beraneka ragam, di antaranya adalah simpanan giro, giro berbunga, 
tabungan, deposito, maupun pinjaman antar bank. 
2. Bank sebagai pemberi kredit 
Dengan pemberian kredit, bank memberikan sumbangan yang penting 
terhadap perputaran roda ekonomi bangsa. Kredit perbankan membantu 
tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional.  
3. Bank menunjang mekanisme pembayaran 
Dengan menyediakan jasa pembayaran giral yaitu pembayaran dengan cek, 
giro, transfer uang, dan kartu kredit bank telah membantu kelancaran 
mekanisme pembayaran dalam masyarakat. 
 Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa inti dari fungsi bank adalah 
bank sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga perantara yang menyalurkan dana 
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yang disimpan oleh nasabah untuk disalurkan dalam bentuk kredit, serta bank sebagai 
lembaga keuangan yang dapat menunjang mekanisme pembayaran. Bank menunjang 
mekanisme pembangunan dengan menyediakan jasa pembayaran giral yaitu 
pembayaran dengan cek, giro, transfer uang dan kartu kredit. 
 Berdasarkan fungsi-fungsi bank di atas, kiranya penulis perlu untuk 
menjelaskan jenis-jenis dari bank itu sendiri. Menurut Dendawijaya (2000:26) jenis 
bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Jenis bank berdasarkan undang-undang 
Berdasarkan pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dua 
jenis bank, yaitu : 
a. Bank Umum 
Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
b. Bank Perkreditan Rakyat   
Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran.   
2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya 
a. Bank milik negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) 
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Merupakan bank yang akte pendirian dan modal bank ini sepenuhnya 
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini 
dimiliki oleh pemerintah. 
 
b. Bank milik pemerintah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD) 
Bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. 
c. Bank milik swasta nasional 
Bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh 
modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau berbadan hukum 
Indonesia.  
d. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)  
 Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta 
asing maupun pemerintah asing.   
3. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya 
a. Bank retail 
Bank yang mengkhususkan usahanya pada produk jasa bank yang 
ditaklarkan, baik kepada perseorangan maupun badan usaha berskala kecil.  
b. Bank korporasi 
Pelayanan perbankan kepada perusahaan besar dan unit usaha bukan eceran 
yang mempunyai struktur keuangan yang kuat.  
c. Bank komersial 
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Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang tujuannya mencari keuntungan.  
 
d. Bank pedesaan 
Bank yang mengarah ke pengkreditan rakyat.  
e. Bank pembangunan  
Bank biasanya mengarah ke pembangunan pemerintah daerah.  
f. Dan lain-lain.   
4. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha     
a. Bank konvensional 
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 
b. Bank berdasarkan prinsip syariah. 
Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan 
jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta perderan uang yang beroperasi 
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.  
 
Dari pendapat di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa bank dapat 
digolongkan berdasarkan undang-undang, kepemilikannya, penekanan 




C. Pengertian BPR 
  Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diamandemen 
dengan UU No. 10 tahun 1998 yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 
prinsip syari’ah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa lalulintas 
pembayaran. 
Menurut Subagyo (1997:69) usaha-usaha BPR adalah : 
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
 deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
 dengan itu. 
2. Memberikan kredit 
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank SBI 
adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR. 
Usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah : 
a. Menerima simpanan berupa giro 
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 
c. Melakukan penyertaan modal terhadap layanan kebutuhan masyarakat 
menengah ke bawah       
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d. Melakukan usaha perasuransian 
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud 
dalam usaha BPR. 
 
  Dengan demikian usaha atau aktivitas BPR tidak sama secara keseluruhan 
dengan bank-bank umum. Karena usaha BPR dibatasi tidak seperti Bank Umum. 
BPR hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan berupa deposito berjangka tabungan dan tidak boleh menerima simpanan 
berupa giro. BPR juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam valuta 
asing, melakukan usaha perasuransian dan melakukan penyertaan modal terhadap 
layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Karena sasaran utama BPR 
adalah masyarakat menengah ke bawah serta pengusaha-pengusaha kecil yang 
memiliki modal pas-pasan. 
 
D. Pengertian Kredit 
1. Kredit 
  Dewasa ini kegiatan transaksi kredit sukar untuk di hindari oleh para pelaku 
bisnis. Para pelaku bisnis tersebut melakukan transaksi kredit dengan beberapa alasan 
dan tujuan. Alasan dan tujuan tersebut akan berbeda diantara pihak-pihak pelaku 
transaksi kredit yang bersangkutan. Adapun pihak yang berkepentingan dalam 
transaksi kredit yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima keredit (debitur). 
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 Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “credere” atau “credo” yang berarti 
kepercayaan (trust atau faith). Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit 
dari yang memberikan kredit kepada yang menerima kredit adalah kepercayaan. 
 Adapun pengertian kredit menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 : “Kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan.” 
 J. A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela 
sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Sedangkan 
menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu prestasi yang diberikan 
oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada 
masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. 
 Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa 
transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik 
itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi 
kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual 
beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu 
baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut diatas akan 
mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban 
untuk membayar bagi debitur. 
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2. Unsur-unsur kredit 
Unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit menurut Thomas Suyatno, dkk. 
(1991;12) antara lain : 
 
a. Kepercayaan 
Keyakinan si kreditur kepada si debitur, bahwa si debitur akan 
mengembalikan prestasi, baik itu berupa barang, jasa atau pun uang dalam 
jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Si debitur hendaknya dapat 
menjaga kepercayaan yang telah di berikan oleh kreditur dengan dapat 
memenuhi kewajibannya.  
b. Waktu 
Suatu masa atau waktu yang akan memisahkan antar pemberian prestasi 
dengan kontra prestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang. Dengan 
kata lain berupa jangka waktu pengembaliann kredit, dari mulai penyerahan 
prestasi dari kreditur sampai dengan kembalinya prestasi tersebut kepada 
kreditur. 
c. Degree of Risk 
Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu 
yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi dimasa 




Prestasi yang diberikan dalam melakukan kegiatan kredit, bisa berupa barang, 
uang atau pun jasa serta segala sesuatu yang dapat mengakibatkan timbulnya 
transaksi kredit dan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur. 
 
3. Fungsi kredit 
Adapun fungsi transaksi kredit dalam kehidupan perekonomian menurut 
Muchdarsyah Sinungan (1991;5) adalah sebagai berikut: 
a. Kredit dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) dari uang. 
Keberadaan uang atau modal yang disimpan oleh para pemilik uang atau 
modal pada suatu lembaga keuangan (bank) atau sejenisnya, akan disalurkan 
oleh lembaga keuangan tersebut kepada sektor-sektor usaha produktif. Hal ini 
akan meningkatkan kegunaan uang tersebut, yang tadinya sebagai simpanan 
(tabungan dan deposito), kini dapat dijadikan modal untuk melaksanakan 
suatu usaha atau proyek. 
b. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih 
berkembang karena kredit menciptakan mobilitas usaha sehingga penggunaan 
uang akan bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 
c. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 
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Dengan adanya kredit, pihak peminjam atau yang diberi kredit akan bekerja 
semaksimal mungkin agar dari usaha yang dijalaninya dihasilkan keuntungan 




d. Kredit sebagai salah satu alat pengendali stabilitas moneter. 
Kebijakan kredit bisa digunakan untuk menekan laju inflasi, yaitu dengan 
menyalurkan kredit hanya pada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor 
prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. 
e. Kredit sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional. 
Dengan banyaknya pengusaha baik dari industri skala kecil maupun besar 
yang mendapatkan fasilitas kredit, diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan mereka dan secara nasional diharapkan akan dapat meningkatkan 
pendapatan nasional. 
4. Klasifikasi kredit 
Keberadaan kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (1991;17) dapat digolongkan 
menurut beberapa klasifikasi, antara lain : 
a. Menurut jangka waktunya 
Menurut jangka waktunya kredit dapat digolongkan ke dalam beberapa 
klasifikasi, antara lain : 
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1) Kredit Jangka Pendek ( Short-term loan ) 
   Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. 
Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan, termasuk 
didalamnya berupa kredit modal kerja.  Kredit jangka pendek dapat di 
urutkan dalam tiga kelompok, antara lain : (1)Kredit dagang (trade credit) 
antar perusahaan, (2)Pinjaman dari suatu perusahaan dagang, (3)Surat 
dagang. 
2) Kredit jangka menengah (Medium-term loan) 
Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya satu sampai dengan          
tiga tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja, misalnya 
untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat 
pula dalam bentuk kredit investasi. 
3) Kredit jangka panjang (Long-term loan) 
 Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya melebihi tiga tahun.  
Misalnya kredit investasi untuk membiayai suatu proyek dan perluasan 
usaha. 
b. Menurut jaminannya 
Menurut jaminannya kredit dapat diklasifikasikan menjadi : 
1) Kredit dengan jaminan (Secured Loan)  
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Yaitu kredit yang disertai penyerahan barang jaminan oleh nasabah. Jenis 
barang jaminan tersebut sangat tergantung pada jenis kredit yang diberikan. 
Misalnya kredit komersial untuk modal kerja, jaminannya dapat berupa 
persediaan. Kredit untuk pembelian mobil atau motor, jaminannya BPKB 
mobil atau motor tersebut. 
2) Kredit tanpa jaminan (Unsecured Loan) 
 Yaitu kredit yang tidak disertai penyerahan barang jaminan dari  nasabah. 
Jenis kredit ini tidak menggunakan jaminan dalam bentuk  fisik, tetapi dalam 
bentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah  yang bersangkutan. 
Pemberian kredit tanpa jaminan ini dilakukan  sepanjang prinsip-prinsip 
penilaian kredit lainnya telah terpenuhi  menurut analisis kredit. 
c. Menurut tujuannya 
Menurut tujuannya kredit dapat diklasifikasikan menjadi : 
1) Kredit Komersial (Commercial Loan) 
 Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha 
 nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersial antara lain  meliputi 
kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor  dan lain-
lain. 
2) Kredit Konsumtif (Consumer Loan) 
 Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk  memenuhi 
kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Misalnya  untuk membeli 
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properti (rumah), mobil atau motor, barang  elektronik dan berbagai barang 
konsumsi lainnya. 
3) Kredit Produktif (Productive Loan) 
 Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam rangka 
 membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat 
 meemperlancar produksi. Misalnya kredit untuk pembelian bahan 
 baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran, biaya 
 distribusi dan lain-lain. 
 
d. Menurut penggunaannya. 
Menurut penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi : 
1) Kredit modal kerja 
 Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk  menambah 
modal kerja debitur, meliputi modal kerja untuk tujuan  komersial, 
industri, kontraktor bangunan dan lain-lain. 
2) Kredit investasi 
 Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada 
 perusahaan untuk digunakan dalam melakukan investasi melalui 
 pembelian barang-barang modal. 
 
E. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)  
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  Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sebagai lembaga penyedia 
jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang 
diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki 
aksea terhadap bank komersial. 
  Dalam buku Microfinance Handbook menyebutkan istilah LKM adalah 
penyedia jasa-jasa keuangan yang berupa simpanan atau kredit kepada nasabah 
berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani 
kecil, penjual jasa seperti penarik becak, piñata rambut, dan tukang serta produsen 
kecil seperti pandai besi dan tukang jahit. 
 
  Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan LKM sebagai penyedia jasa-
jasa keuangan seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan 
asuransi untuk rumah tangga miskindan berpenghasilan rendah serta usaha-usaha 
mikro mereka. 
  Menurut Djoko Retnadi (Memilih Bank yang Sehat, 2006 :229), filosofi 
pemberdayaan usaha mikro adalah untuk: 
1. Masyarakat yang pendapatanya menengah kecil (lower middle income), dimana 
masyarakat masih memiliki akses kepada jasa keuangan komersial dengan 
berbagai produk pinjaman, simpanan, dan jasa lainnya. 
2. Masyarakat miskin, tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (economically 
active poor), dimana masyarakat sebagian besar sudah memiliki akses kepada jasa 
keuangan komersial karena sudah memiliki usaha berkelanjutan, kemampuan 
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kewira usahaan, dan kemampuan manajerial. Kelompok ini sudah memanfaatkan 
produk perbankan, walaupun masihsangat sederhana, dan hanya sebagian kecil 
yang belum mengenal jasa perbankan. 
3. Masyarakat sangat miskin (extremely poor), dimana masyarakat ini sama sekali 
belum tersentuh oleh perbankan. Kegiatan simpan pinjamnya biasa dilakukan 
dengan lembaga-lembaga informal yang ada seperti renternir, pengijon dan pelepas 
uang lainnya dengan bunga yang sangat tinggi, akibatnya usaha mikro menjadi 
tidak bisa berkembang. 
 Adapun tujuan Lembaga Keuangan Mikro adalah untuk memberikan 
pelayanan keuangan kepada pihak yang kekurangan atau memiliki keterbatasan 
terhadap akses lembaga keuangan formal lainnya. Namun secara khusus tujuan dari 
pendirian LKM adalah: 
1. Untuk mengurangi kemiskinan. 
2. Untuk memberdayakan perempuan atau kelompok-kelompok yang kurang 
bermanfaat. 
3. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan. 
4. Untuk mendorong berkembangnya bisnis atau untuk meningkatkan diversifikasi 
usaha. 
5. Untuk mendorong terciptanya usaha baru. 
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Sedangkan menurut Bank Dunia, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan 
pendirian LKM, yakni: 
1. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan bagi 
kelompok usaha kecil dan mikro dalam menambah penghasilinnya. 
2. Untuk meningkatkan produktivitas, terutama ditujukan untuk kaum wanita dan 
orang yang tidak mampu. 
3. Untuk mengurangi ketergantungan penduduk desa terhadap hasil panen yang 
kadang kala mengalami kegagalan. 
 
F. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
  UMKM di Indonesia di bawah perhatian dan pembinaan Menteri Koperasi 
dan UKM, dimana kementrian menggolongkannya menjadi tiga kelompok 
berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha. Penggolongan 
tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 
1. Usaha mikro, adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat 
tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum 
berbadan hokum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp 100 juta 
rupiah. 




a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak tanah 
dan bangunan tempat usaha. 
b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar. 
c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung 
dengan usaha menengah atau skala besar. 
d. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak 
berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 
 
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi criteria sebagai 
berikut: 
a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp 200 juta rupiah sampai 
dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan 
usaha. 
b. Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung 
dengan usaha menengah atau skala besar. 
c. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak 
berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hokum, termasuk koperasi. 
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  Definisi UMKM lainnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai 
berikut: 
1. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang mempekerjakan kurang dari 5 orang 
pekerja pada tiap perusahaan, termasuk pekerja yang merupakan anggota keluarga 
dan tidak menerima upah. 
2. Usaha kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan 5 sampai 9 orang pekerja. 







A. Deskripsi Kantor PD BPR BKK TULUNG 
1. Sejarah Singkat PD BPR BKK TULUNG 
Dalam sejarah pendiriannya PD BPR BKK TULUNG berfungsi 
sebagai Pilot Project Lembaga Keuangan Mikro Daerah di Kabupaten Klaten 
yang resmi beroperasional pada tanggal 01 Maret 1976. Menjadi Badan Usaha 
Milik Daerah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri SK No. 581.053-
3-884 yang mengesahkan Perda No. 11 tahun 1981 tentang Perusahaan 
Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah. Tanggal 14 Mei 1999 
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mendapatkan Ijin Operasional dari Bank Indonesia berdasarkan SK Direksi 
Bank Indonesia No. 32/191/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999. 
2. Tujuan Pendirian PD BPR BKK TULUNG 
Pendirian PD BPR BKK TULUNG mempunyai tujuan di antaranya: 
a. Menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi khususnya 
 permodalan dalam rangka pembangunan daerah pada umumnya dan 
 pembangunan wilayah pedesaan pada khususnya. 
b. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha UKM di 
pedesaan.  
 
3. Fungsi PD BPR BKK TULUNG 
Fungsi dari pada PD BPR BKK TULUNG antara lain adalah: 
a. Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, 
 murah dan mengarah pada masyarakat terutama di pedesaan. 
b. Membentuk modal yang diarahkan pada usaha peningkatan produksi. 
c. Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh para pelepas uang/ 
 rentenir. 
d. Membimbing masyarakat untuk lebih memahami dan mengenal asas-
 asas ekonomi dan permodalan. 




PD Bank Perkreditan Rakyat BKK TULUNG dimiliki oleh Pemerintah daerah 
Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi saham yang 
dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar 49%, dan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah sebesar 51%.  
5. Produk Perbankan PD BPR BKK TULUNG 
PD BPR BKK TULUNG mempunyai produk simpanan dan pinjaman antara 
lain: 
a. Tabungan Masyarakat Desa ( TAMADES ) 
Suatu bentuk perpaduan antara produk tabungan dengan investasi jangka 
pendek yang memberikan keuntungan plus berupa investasi yang tinggi 
dan berbagai keuntungan lainnya. 
b. Tabungan Wajib 
Suatu produk simpanan untuk debitur dimana setiap debitur diwajibkan 
memiliki rekening tabungan dengan saldo minimal 5% dari plafond kredit 
kecuali kredit profesi dengan sistem potong gaji. 
c. Deposito berjangka 
Suatu produk simpanan dalam rupiah dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 
bulan dan dapat diperpanjang dengan tingkat suku bunga disesuaikan 
dengan jangka waktu deposito yang bersangkutan. 
d. Pinjaman / kredit dengan jenis-jenis skim : 
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1) Kredit Umum Modal Kerja 
Kredit yang diberikan untuk perorangan atau badan usaha lainnya 
sebagai tambahan permodalan untuk pengembangan usaha yang telah 
berjalan. 
2) Kredit Khusus pegawai dengan sistem potong gaji 
Kredit yang diberikan untuk pegawai negeri sipil dengan sistem 
angsuran potong gaji. 
3) Kredit khusus petani dengan system musiman 
Kredit yang diberikan kepada para petani untuk tambahan modal awal 
dengan sistem angsuran musiman atau 1x 6 bulan. 
 
 
4) Kredit Khusus Sapi Kereman 
Kredit yang diberikan dimana kredit tersebut diperuntukkan untuk 
pembelian hewan ternak seperti sapi, dengan sistem angsuran 
musiman. 
6. Pemasaran Produk 
Berikut ini di uraikan cara-cara pemasaran produk simpanan pada PD BPR 
BKK TULUNG antara lain dengan cara:  
a. Kunjungan secara Door to door kepada nasabah dengan menggunakan 
motor keliling ( TORLING ) maupun mobil keliling ( BILLING ) 
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b. Kerja sama dengan instansi baik swasta maupun negeri untuk 
menempatkan dananya di PD. BPR BKK TULUNG 
c. Mengikuti undian berhadiah Tamades seluruh BKK se-Kabupaten Klaten 
setiap setahun sekali 
Berikut ini di uraikan cara-cara pemasaran produk pinjaman atau kredit pada 
PD BPR BKK TULUNG antara lain dengan cara: 
a. Bekerja sama dengan instansi swasta maupun negeri untuk memasarkan 
kredit Pegawai Sistem Potong Gaji 
b. Melakukan survey potensi keuangan pedesaan 
c. Membuka pos pelayanan dengan tujuan untuk mendekatkan permodalan ke 
masyarakat 
d. Inovasi produk 
e. Mensosialisasikan produk-produk bank dengan memanfaatkan media 
kelompok tani, ternak maupun kelompok lainnya 
7. Sarana Pemasaran 
Berikut ini adalah berbagai sarana yang digunakan PD BPR BKK TULUNG 
dalam pemasaran produk simpanan maupun pinjaman atau kredit: 
a. Dengan cara membagikan brosur kepada masyarakat, memasang pamflet 
dan spanduk di suatu tempat yang strategis, melakuan sponsorsip. 
b. Door to door dengan motor maupun mobil (torling/billing) ke rumah-
rumah warga. 
c. Hadiah langsung yang diberikan kepada nasabah kredit maupun simpanan. 
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d. Undian berhadiah yang diadakan setiap tahun 












SUSUNAN ORGANISASI PD BPR BKK TULUNG 
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 Sumber: PD BPR BKK TULUNG  
8.  Deskripsi Jabatan 
a.  Dewan Pengawas 
Tugas : Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan   kebijaksanaan 
umum, menjalankan pengawasan,  pengendalian dan pembinaan 
terhadap bank. 
Fungsi : Menyusun tata cara pengawasan & pengelolaan bank 
 melakukan pengawasan atas pengurusan hasil kerja direksi  
 menetapkan kebijaksanaan anggaran dan keuangan bank 
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 membantu & mendorong usaha pembinaan &  pengembangan 
bank. 
Tanggung Jawab : Dewan pengawas bertanggung jawab kepada 
pemegang saham secara tertulis dan ditandatangani 
oleh ketua dewan pengawas. 
Wewenang             :  
1) Mengawasi dan membantu perkembangan, dinamika & perjalanan 
untuk selalu berlandaskan pada undang-undang No. 7/1992 yang 
disempurnakan No. 10/1998. Tentang perbankan, Peraturan Daerah, 
maupun Progam Kerja Bank. 
2) Memberikan petunjuk dan saran-saran kepada bank melalui direksi, 
dalam rangka memelihara dinamika, perjuangan & cita-cita serta 
terealisasinya berbagai aktifitas atau progam kerja yang sangat 
bermanfaat bagi eksistensi Bank. 
3) Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta 
kepada Bupati atau RUPS untuk perbaikan dan perkembangan usaha 
PD BPR BKK Meneliti semua laporan yang disusun dan 
disampaikan oleh direksi. 
4)  Membahas RKAP sebelum disampaikan kepada Bupati atau RUPS 
untuk mendapatkan pengesahan. 
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5)  Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban 
Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai 
bahan pertimbangan penyusunan RKAP tahun buku berikutnya. 
Memberikan penilaian Laporan Pertanggung jawaban akhir masa 
jabatan Direksi dalam forum RUPS mengusulkan pemberhentian 
sementara Anggota Direksi kepada Bupati/Walikota melalui RUPS. 
6)  Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas 
tertentu antara lain tugas penelitian, audit dan tugas-tugas di luar 
tugas umum. 
b. Direksi 
Tugas :  
1) Pelaksanaan manajemen PD BPR BKK Tulung berdasarkan 
kebijaksanaan umum dari pemegang saham yang ditetapkan oleh 
dewan pengawas. 
2) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan 
pengelolaan PD BPR BKK Tulung Berdasarkan kebijaksanaan 
umum dari pemegang saham yang ditetapkan oleh pengawas. 
3) Penyusun dan penyampaian laporan bulanan kepada Bank  Indonesia 
dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4) Penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
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5) Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban 
Tahunan dan Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 
kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas. 
Wewenang : 
1) Mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR BKK Tulung. 
2) Mengangkat dan memperhentikan Pegawai PD BPR BKK Tulung 
sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 
3) Menetapkan tata tertib PD BPR BKK Tulung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
4) Mewakili PD BPR BKK Tulung baik didalam maupun diluar 
pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang 
kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR BKK Tulung. 
5) Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan  
Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan 
berdasarkan peraturan per Undang-undangan yang berlaku. 
6) Membeli dan menjual dengan cara lain mendapatkan atau melepas 
hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK Tulung 
berdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas 




7) Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK 
Tulung berdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas 
pertimbangan Dewan Pengawas. 
8) Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainya dengan lembaga 
keuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKK 
Tulung yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 ( satu ) tahun 
berdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas 
pertimbangan Dewan Pengawas dan pelaksanaannya dilaporkan 
kepada Gubernur dan Pemegang Saham lainnya. 
9) Menetapkan pejabat stuktural Organisasi Bank Perkreditan Rakyat.  
c. Satuan Kerja Audit Intern 
Tugas : Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang 
bertujuan untuk dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan 
oleh manajemen PD BPR BKK Tulung. 
 
Fungsi : 
1) Mendinamisir untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan 
memberikan saran-saran kontruktif dan protektif agar sasaran 
organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efesien dan efektif. 
2) Membantu Direksi untuk menjabarkan secara operasional 
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas Hasil Audit. 
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3) Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akutansi, 
operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan 
pemantauan. 
4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang 
kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. 
5) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta 
meningkatkan kegiatan yang ada di PD BPR BKK Tulung. 
6) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan 
atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Dalam Melaksanakan tugasnya Satuan Kerja Audit 
Intern bertanggung jawab kepada Direksi 
d. Staff Ahli 
Tugas : Mengolah masalah-masalah yang ditugaskan oleh Direksi sesuai 
dengan keahlianya. 
Fungsi : 
1) Memberikan saran-saran baik diminta atau tidak diminta oleh 
Direksi. 




3) Merumuskan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu 
diambil untuk memperlancar pelaksanaan usaha PD BPR BKK 
Tulung. 
Tanggung Jawab : Dalam melaksanakn tugasnya Staff Ahli bertanggung 
jawab kepada Direksi. 
e. Kepala Bidang Umum 
Tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 
 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, 
 hukum, organisasi, akutansi, pengeloaan data elektronika 
 dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan 
 pengelolaan perlengkapan PD BPR BKK Tulung. 
Fungsi  : 
1) Pengkoordinasian, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan 
dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, hukum, organisasi, akutansi, 
dan data elektronika dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan 
pengengolaan perlengkapan PD BPR BKK Tulung. 
2) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, Urusan rumah tangga, hukum  
dan hubungan masyarakat, perencanaan dan pengeloaan 
perlengkapan. 
3) Pelaksanaan kegiatan sosial. 
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4) Pemberian pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-langkah 
dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidangnya. 
5) Pengeloalaan antar Bank Aktiva Atau Bank Pasiva. 
Tanggung Jawab : Kepala Bidang Umum dalam melaksanakan   
tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Umum dibantu oleh 
beberapa staf yaitu: 
a)  Sub Bidang Kesekretariat 
Tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 
mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan 
bidang kesekretariatan, hukum, organisasi dan tata laksana 
serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan 
pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK Tulung.  
Fungsi : 
i. Perencanaan, Pengkoordinasiaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan 
pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang kesektretariaatan, hukum, 
organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan 
personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK Tulung.  
ii. Penatausahaan urusan surat-menyurat dan kearsipan. 
iii. Penyediaan dan pengadaan peralatan. 
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iv. Pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD. BPR BKK Tulung 
secara efisien dan efektif. 
v. Pendataan kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan pendididkan 
pegawai. 
Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Umum. 
b)  Sub Bidang PDE (Pemasukan Data Elektronik) 
Tugas : Melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi,  pemasukan 
data elektronik serta melaporkan kebijakan yang berhubungan 
dengan system teknologi informatika. 
Fungsi ; 
i. Pengkoordinasian perencanaan pemasukan data dalam data elektronika. 
ii. Pelaksanaan pemasukan pengelolaan data kedalam data elektronika. 
iii. Pengevaluasian pelaksanaan dan pelaporan dibidang pengolahan data 
elektronika. 
iv. Pemberian saran dan pertimbangan dan/tindakan yang perlu diambil di 
bidang tugasnya, 
v. Pemasukan laporan perbankan kedalam data elektronika. 
vi. Membuat tugas-tgas terkait data elektronika. 
Tanggung Jawab : Dalam pelaksanaannya Sub Bidang PDE bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Umum 
lv 
 
c)  Sub Bidang Akuntansi 
Tugas :  Melakukan kegiatan pengkoordinasiaan kegiatan pemasukan 
dan pengeluaran data serta melakukan penerimaan dan 
pembukuan dari cabang-cabang dan bidang lain. 
Fungsi : 
i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas. 
ii. Penelitian kebenaran laporan kas harian. 
iii. Penghitung rasio likuiditas bank. 
iv. Menyusun laporan keuangan bank. 
Tangung Jawab : Dalam pelaksanaannya Sub Bidang Akuntansi  
bertanggung jawab   kepada Kepala Bidang 
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f. Kepala Bidang Kredit 
Tugas : Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan 
penyaluran kredit, pengelolaan kualitas kredit dan 
pengadministrasiannya. 
Fungsi :  
1) Pelaksanaan perencanaan kredit. 
2) Penyelenggaraan usaha perkreditan dengan prinsip kehati-hatian. 
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3) Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon 
nasabah. 
4) Pembinaan debitur. 
5) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 
atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang usahanya. 
Tanggung jawab : Dalam pelaksanaannya Kabid Kredit bertanggung 
jawab Kepada Direksi. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Umum dibantu oleh  
 beberapa staf yaitu: 
a)  Sub Bidang Pengawasan Kredit 
Tugas : Melakukan koordinasi kegiatan pengawasan penyaluran kredit, 
penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. 
 
Fungsi : 
i.  Pengawasan penyaluran kredit. 
ii.  Pemelihara portofolio kredit. 
iii.  Penyelesaian kredit yang telah dilakukan melalui AYDA (Agunan Yang 
Diambil Alih) 
iv.  Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah atau 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
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Tanggung jawab : Dalam pelaksanaannya Sub Bidang Pengawas Kredit 
bertanggung jawab kepada Ka Bidang Kredit. 
b)  Sub Bidang AO (Accounting Officer) 
Tugas : Melakukan identifikasi dan seleksi Calon Debitur. 
Fungsi :  
i. Pemberian informasi pada Pejabat Bank dalam rangka pengambilan 
keputusan pemberian kredit. 
ii. Pemantau kualitas angsuran kredit. 
iii. Pemberi informasi terhadap kredit bermasalah yang harus di AYDA 
(Agunan Yang Diambil Alih) 
iv. Pemberian saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan yang perlu 
diambil dibidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Dalam pelaksanaannya Sub Bidang AO  bertanggung 
jawab kepada Ka Bidang Kredit. 
g. Kepala Bidang Dana  
Tugas : Melakukan usaha dan koordinasi pengembangan dana dan 
pembinaan hubungan dengan nasabah PD. BPR BKK Tulung 
serta menjaga likuiditas bank. 
Fungsi : 
1) Penyelenggaraan usaha pengembangan dana. 
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2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keluar masuk dana. 
3) Pengelolaan rekening nasabah. 
4) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan atau 
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Dalam pelaksanaannya Kepala Bidang Dana   
bertanggung jawab kepada Direksi. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Dana dibantu oleh  
beberapa staf yaitu: 
a) Sub Bidang Kas 
Tugas : Melakukan koordinasi kegiatan pemasukan dan pengeluaran 
uang. 
Fungsi : 
i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas. 
ii. Penelitian kebenaran administrasi dan laporan kas harian. 
iii. Penghitung ketersediaan dan kebutuhan kas. 
iv. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan/atau 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Bidang Kas 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dana. 
b) Sub Bidang Penghimpunan Dana 
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Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan pengerahan dana 
masyarakat.  
Fungsi : 
i. Pengerahan dana masyarakat. 
ii. Pendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat. 
iii. Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan/atau 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Bidang 
Penghimpunan Dana bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Dana. 
h. Kepala Kantor Pusat Operasional 
Tugas : Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan operasional di kantor 
pusat/induk. 
Fungsi : 
1) Memberikan penjelasan yang benar dan akurat kepada semua 
nasabah /tamu yang datang. 
2) Memberikan penjelasan yang benar, lengkap, dan akurat kepada  
calon nasabah yang datang di Kantor Pusat Operasional. 




4) Memasarkan produk dana dan pinjaman yang masuk dalam area 
pemasaran atau wewenang Kantor Pusat Operasional. 
5) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan/atau 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Berkoordinasi yang baik dengan Bidang dana dan  
Bidang Kredit dan pelaksanaannya bertanggung 
jawab kepada Direksi. 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Umum dibantu oleh  
beberapa staf yaitu: 
a)  Seksi Pelayanan 




Fungsi :  
i.Menjamin tingkat pelayanan yang baik kepada nasabah yang akan datang 
di Kantor Pusat Operasional. 
ii.Membantu kelancaran pelaksanaan administrasi Dana dan Kredit di 
Kantor Pusat Operasional. 
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iii.Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan/atau 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Dalam pelaksanaannya seksi pelayanan  bertanggung 
jawab kepada Kepala Pusat Operasional. 
b) Seksi Pemasaran 
Tugas : Melaksanakan pemasaran produk dana dan pinjaman yang 
menjadi area/wewenang Kantor Pusat. 
Fungsi : 
i.  Memasarkan produk-produk perbankan yang ada di PD. BPR BKK 
Tulung yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Bidang Dana maupun 
Bidang Kredit. 
ii. Mencatatat dan mengadministrasikan calon nasabah yang akan datang 
di Kantor Pusat. 
iii. Memberikan penjelasan-penjelasan produk-produk perbankan yang ada 
di PD. BPR BKK Tulung dengan jelas, lengkap dan akurat kepada calon 
nasabah. 
iv. Pemberi saran dan pertimbangan menganai langkah-langkah dan/atau 
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 
Tanggung Jawab : Dalam pelaksanaannya, seksi pemasaran  bertanggung 




1. Peran PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM 
 Dalam hal ini mendefinisikan peran PD BPR BKK TULUNG dalam 
kaitannya dengan fungsi BPR sebagai lembaga perbankan yang menjalankan 
fungsi sebagai intermediasi dalam pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya. 
Untuk mengetahui peran dari PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM 
ini penulis menganalisa mengenai potret UMKM di Klaten dan dari hasil penelitian 
Klaten terdiri dari 26 kecamatan dimana sebagian besar penduduknya merupakan 











Potret UMKM per Kecamatan  
se-Kabupaten Klaten 
No Kecamatan Jenis UMKM Jenis Lembaga 
Keuangan 
01. Prambanan industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
02. Gantiwarno 
industri kecil, pertanian, 
perdagangan Bank, BKK, Koperasi 
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04. Bayat industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
05. Cawas industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
06. Trucuk industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
07. Kalikotes industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
08. Kebonarum industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
09. Jogonalan industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BPR, BKK, 
Koperasi 
10. Manisrenggo industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
11. Karangnongko industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
12. Ngawen 
industri kecil, 
perdagangan, pertanian Bank, BKK, Koperasi 
13. Ceper industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BPR, BKK 
Koperasi 
14. Pedan industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BPR BKK 
Koperasi 
15. Karangdowo industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
16. Juwiring industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
17. Wonosari industri kecil, pertanian, 
perdagangan 
Bank, BKK, Koperasi 
18. Delanggu 
industri kecil, pertanian, 
perdagangan 




No Kecamatan Jenis UMKM 
Jenis Lembaga 
Keuangan 
19. Polanharjo industri kecil, pertanian Bank, BPR, Koperasi 
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20. Karanganom industri kecil, pertanian Bank, BPR, Koperasi 
21. Tulung industri kecil, pertanian Bank, BPR, Koperasi 
22. Jatinom 
industri kecil, 
perdagangan, pertanian Bank, BPR, Koperasi 
23. Kemalang industri kecil, pertanian Bank, BPR, Koperasi 
24. Klaten Selatan 
industri kecil, 
perdagangan, pertanian Bank, BPR, Koperasi 
25 Klaten Tengah industri kecil, 
perdagangan 
Bank, BPR, Koperasi 
26. Klaten Utara 
industri kecil, 
perdagangan, pertanian Bank, BPR, Koperasi 
Sumber: DEPERINDAGKOP Klaten dan diolah 
 Hasil analisa dari 26 kecamatan tersebut sebagian UMKM sudah Bankeble, 
akan tetapi ada juga UMKM yang belum Bankeble. Kebanyakan UMKM yang sudah 
Bankeble berada di wilayah kecamatan yang sudah maju, seperti Prambanan, 
Kebonarum, Ngawen, Delanggu, Juwiring, Pedan, Karangnom, Polanharjo, Tulung, 
Jatinom, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, dll. Dari hasil observasi yang 
dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM beberapa kecamatan diatas sudah terdapat 
beberapa Lembaga Keuangan yang telah membantu dalam perkembangan UMKM. 
Sedangkan untuk kecamatan yang lain ada beberapa UMKM yang belum Bankeble. 
Hal tersebut disebabkan kurangnya sarana pendukung seperti Lembaga Keuangan 
yang menunjang permodalan untuk UMKM, selain itu juga dikarenakan minimnya 
pengetahuan tentang Lembaga Keuangan dan perhatian dari pemerintah daerah. Dari 
data diatas, peran yang dilakukan PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan 
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UMKM adalah memberikan permodalan kepada pelaku UMKM guna pengembangan 
usaha yang sudah ada. Dalam memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM, 
seperti Bank-bank umum lain, PD BPR BKK TULUNG juga melakukan langkah-
langkah “prudential banking” serta melakukan manajemen risiko sebagaimana yang 
telah digariskan dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP). Dalam pemberian 
permodalan kepada UMKM PD BPR BKK TULUNG melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut:  
1) Prinsip Kehati-hatian. 
Dalam melakukan prinsip kehati-hatian, PD BPR BKK TULUNG memperhatikan: 
a) Prinsip utama dalam mengelola risiko kredit. b) Prosedur Perkreditan yang 
sehat. Bank harus melakukan prosedur yang sehat, dengan melakukan: i. 
Penetapan Pasar Sasaran. ii. Kriteria Risiko yang dapat diterima. iii. Pengawasan 
ekspansi kredit. c)Jenis usaha yang dilarang atau dihindari untuk dibiayai 
2) PD BPR BKK TULUNG mempunyai Kebijakan Umum Perkreditan, yang berisi 
aturan, antara lain tentang : a) Kebijakan Umum Perkreditan, b) Prinsip Kehati-
hatian, c) Organisasi dan Manajemen Kredit. d) Kebijakan Persetujuan Kredit. e) 
Dokumentasi dan Administrasi. f) Penyelesaian kredit bermasalah, g) 
Pengawasan. Dalam Kebijakan umum Perkreditan, diatur bahwa setiap proses dan 
keputusan kredit harus melalui langkah-langkah yang baku, sebagai berikut:  
i. Ada permohonan kredit dari debitur secara tertulis,  
ii. Dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan,  
iii. Disertai proposal kredit,  
lxvi 
 
iv. Dibuat rekomendasi dan keputusan kredit oleh pejabat yang berwenang,  
v. Pemberitahuan keputusan kredit (offering letter),  
vi. Melaksanakan perjanjian kredit secara hukum,  
vii. Proses pencairan kredit,  
viii. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi. 
3) Pre screening atau seleksi calon debitur UMKM. Permohonan kredit dapat 
diproses apabila telah lolos pre screening, yaitu; a) Memenuhi Pasar Sasaran.  
b) Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang. c)Tidak termasuk dalam jenis usaha 
yang perlu  dihindari. d) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam BI. e)Tidak termasuk 
dalam Daftar Kredit Macet BI. f)Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Intern Bank. 
4) Melakukan penilaian rating atas kesehatan debitur, melalui Credit Risk 
Rating (CRR). Credit Risk Rating ini merupakan  alat penilaian standar: untuk 
penilaian risiko kredit secara individual, menetapkan langkah-langkah penanganan 
yang diperlukan sejak dini, menetapkan standar ukuran risiko yang dapat diterima 
PD BPR BKK TULUNG, memperkirakan kemungkinan tingkat  kegagalan 
pengembalian kredit. 
5) Apabila telah melalui proses penilaian rating dan nilainya memenuhi standar yang 
ditetapkan, maka akan disusun proposal analisis kredit, sebagai bahan 
pertimbangan apakah usaha yang dibiayai layak atau tidak untuk diberikan kredit. 
Proposal analisis kredit, tetapi merupakan hasil analisis yang menyimpulkan 
tingkat risiko calon debitur (layak atau tidak), sekaligus rekomendasi serta 
mitigasi risiko. Prinsip penyusunan laporan analisis kredit, harus memenuhi 
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unsur: Obyektif, komunikatif (siapapun yang membaca mempunyai persepsi yang 
sama), memuat informasi pokok yang dibutuhkan pemutus kredit, dan simpel. 
6) PD BPR BKK TULUNG akan memantau jalannya usaha debitur, serta 
menerapkan early warning system (EWS). Early Warning System adalah 
mekanisme/sistim deteksi/pengenalan terhadap gejala/tanda-tanda awal yang 
diperkirakan dapat mempengaruhi/ menyebabkan kemungkinan terjadinya 
kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan EWS adalah 
memberikan tanda/peringatan dini atas kondisi debitur yang diperkirakan akan 
berdampak negatif terhadap kelancaran pemenuhan kewajiban atas kredit yang 
telah diberikan. Sasaran EWS adalah:  a) mengindentifikasi dan mendeteksi 
debitur-debitur yang diperkirakan akan berpotensi gagal dalam memenuhi 
kewajibannya. b) mendukung proses monitoring portofolio pinjaman secara 
keseluruhan. c) mengindetifikasi langkah-langkah perbaikan dan penetapan 
rencana tindak lanjut yang efektif. 
7) PD BPR BKK TULUNG melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit 
yang telah diberikan. Prinsip pembinaan dan pengawasan adalah: a) Setiap 
tahapan proses pemberian kredit harus didasarkan atas asas-asas perkreditan yang 
sehat. b) Setiap pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan 
ganda dan pengawasan melekat secara berkesinambungan. c) Setiap pemberian 
kredit harus dipantau perkembangan usaha debitur yang bersangkutan, agar kredit 
mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit. d) 
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Setiap perkembangan kredit tidak hanya diawasi oleh pejabat kredit saja, tetapi 
juga oleh unit kerja yang dibentuk melaluifungsi pengawasan, yaitu audit internal. 
8) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Bank juga harus 
merapihkandokumentasi kredit, agar sewaktu-waktu dapat dimonitor. 
Dokumentasi kredit ini menjadi bagian tak terpisahkan dari paket kredit, 
merupakan salah satu aspek penting yang dapat  menjamin pengembalian kredit, 
serta dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan  baik, tertib dan lengkap. 
Pada akhirnya, dengan kebijakan dan sistem yang baik, akan diperoleh tingkat 
kesehatan Bank. Di satu sisi, setiap pejabat/staf dari PD BPR BKK TULUNG yang 
berperan menganalisis suatu usaha debitur telah mempunyai perangkat yang dapat 
digunakan, sehingga manajemen risiko, serta early warning system dapat dijalankan 
dengan baik. Dan yang paling utama, jika semua prosedur standar telah dipenuhi, 
maka budaya kredit (credit culture) yang sehat akan berperan aktif dalam membuat 
PD BPR BKK TULUNG dapat berperan serta dalam menumbuhkan perekonomian 
untuk debitur UMKM. 
 Selain yang sudah dijelaskan diatas, untuk mengetahui peran PD BPR 
BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM penulis juga membahas beberapa 
aspek antara lain: (1) keadaan UMKM di Klaten dan sekitarnya, (2) kineja PD BPR 
BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya, (3) tingkat 
kolektibilitas kredit UMKM dan sebab-sebab macetnya kredit UMKM. 
a. Keadaan UMKM di Klaten dan Sekitarnya 
 Selain data diatas penulis juga memperoleh data tentang perkembangan 
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UMKM dan tenaga kerjanya di Klaten. Sektor industri merupakan sektor utama 
dalam perekonomian di Klaten selain sektor pertanian. Dari keterangan yang di 
dapat penulis waktu berkunjung ke BPS dan DEPERINDAGKOP Klaten 
sektor industri ini sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam pembentukan 
PDRB selama 4 tahun terakhir. Tahun 2008 jumlah UMKM di Klaten 33.347. 
Kondisi ini mengalami kenaikan sebasar 0,45% dibandingkan pada tahun 2007. 
Untuk tenaga kerja yang terserap sejumlah 148.978 orang, kondisi tersebut 
mengalami kenaikan sebesar 0,91% dari tahun 2007. Hal tersebut dapat dilihat 

















Kelompok Usaha dan Tenaga Kerja UMKM 
Di Kabupaten  Klaten 
No Jenis Usaha 2005 2006 2007 2008 
Usaha Kecil 35.762 35.802 33.071 33.221 
Jumlah Unit Usaha 35.762 35.802 33.071 33.221 1 
Jumlah Tenaga Kerja 145.270 145.270 135.097 136.435 
Usaha Menengah 126 126 126 126 2 
Jumlah Unit Usaha 126 126 126 126 
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Jumlah Tenaga Kerja 11.125 12.543 12.543 12.543 
3 Jumlah Usaha 2008 33.347 
4 
Jumlah Tenaga Kerja 
2008 148.978 
Sumber: Deperindagkop Kabupaten Klaten 
 Selain data UMKM dari Klaten karena ruang lingkup kerja BPR luas, 
penulis juga mendapatkan data UMKM dari kota Surakarta karena PD BPR BKK 
TULUNG mempunyai kewenangan memperluas jaringan. Dilihat dari data 
UMKM kota Surakarta selama 4 tahun terakhir UMKM selalu mengalami 
perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 tentang perkembangan 
jumlah UMKM di kota Surakarta sebagai berikut: 
 
Tabel 3.3 
Perkembangan Jumlah UMKM 
 Kota Surakarta 
 
No Jenis Usaha 2005 2006 2007 2008 
Usaha Mikro 3.225 3.575 3.915 4.213 
Jumlah Unit Usaha 3.225 3.575 3.915 4.213 1 
Jumlah Tenaga Kerja 3.225 3.575 3.915 4.213 
Usaha Kecil 1.235 1.375 1.480 1.615 
Jumlah Unit Usaha 1.235 1.375 1.480 1.615 2 
Jumlah Tenaga Kerja 3.705 4.125 4.440 4.575 
Usaha Menengah 415 450 488 515 
Jumlah Unit Usaha 415 450 488 515 3 
Jumlah Tenaga Kerja 8.300 9.000 9.760 10.300 
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta 
b. Kinerja PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM 
 Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai peran 
PD BPR BKK TULUNG, kinerja PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan 
UMKM juga dapat dilihat dari data realisasi kredit, prosentase NPL serta 
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pendapatan bunga. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel dibawah ini 
Tabel 3.4 
Realisasi Kredit Tahun 2009 (out standing) Berdasarkan Jenis Kredit 
(dalam ribuan Rp) 
 
Bulan kredit modal kerja kredit pertanian kredit konsumtif 
Januari 4.961.391.909 6.170.161.848 4.517.078.062 
Februari 4.610.051.364 7.078.361.848 4.700.479.401 
Maret 4.527.991.964 7.640.461.848 4.826.774.931 
April 4.618.874.906 8.471.391.848 4.776.363.457 
Mei 4.180.252.306 8.429.991.848 4.772.435.802 
Juni 4.186.255.901 9.064.441.848 4.754.849.071 
Juli 4.291.017.451 9.133.708.498 4.759.023.218 
Agustus 4.162.216.945 8.903.220.998 4.753.830.220 
September 4.091.951.622 8.669.773.498 4.734.803.151 
Oktober 4.203.693.316 9.342.273.648 4.597.648.384 
November 4.479.760.320 9.842.054.298 4.334.334.860 
Desember 4.303.963.054 10.297.354.298 4.466.149.993 
Sumber: PD BPR BKK TULUNG 2009 (out standing) dan diolah 
 
Dari data diatas yang termasuk kredit UMKM adalah kredit modal kerja dan 
kredit pertanian, sedangkan untuk kredit konsumtif tidak termasuk kredit 
UMKM karena kredit tersebut digunakan untuk pembelian sesuatu barang 
seperti mobil, motor, dll. Berdasarkan pada analisa dari tabel diatas dapat 
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penulis simpulkan bahwa PD BPR BKK TULUNG telah memberikan kontribusi 
yang signifikan dalam perkembangan UMKM, hal ini dapat dilihat dari jenis 
kredit yang disalurkan yang lebih fokus pada kredit modal kerja dan pertanian, 
terbukti pada tahun 2009 sebesar 74% kredit yang direalisasi PD BPR BKK 
TULUNG sasarannya ke sektor UMKM, sedangkan yang 26% masuk ke dalam 
kredit konsumtif. Bila diperhatikan lebih lanjut dapat digambarkan bahwa PD 
BPR BKK TULUNG telah lebih berorientasi kepada kredit mikro. 
 Selain data jenis kredit, kinerja PD BPR BKK TULUNG juga dapat 
dilihat dari jumlah NPL (non performance loan) dan pendapatan bunga yang 










Pembukuan pada PD BPR BKK TULUNG Tahun 2009 
(dalam ribuan Rp) 
 
Bulan Realisasi Bunga Sudo KAP NPL 
lxxiii 
 
Januari 2.555.250.000 321.229.638 15.648.631.819 2,65% 3,99% 
Februari 2.850.250.000 306.411.839 16.388.892.613 2,52% 3,57% 
Maret 2.344.250.000 324.217.609 16.995.228.743 2,87% 3,89% 
April 2.263.700.000 349.969.990 17.866.630.211 2,39% 3,77% 
Mei 1.316.350.000 342.015.161 17.382.679.956 2,82% 3,83% 
Juni 2.446.300.000 341.258.649 18.005.546.820 2,48% 3,44% 
Juli 1.795.750.000 342.710.108 18.111.749.167 2,64% 3,65% 
Agustus 1.836.700.000 357.886.781 17.819.268.163 2,70% 3,71% 
September 1.558.500.000 328.419.926 17.424.528.271 2,69% 3,67% 
Oktober 2.653.500.000 328.596.817 18.143.614.348 2,66% 3,55% 
November 2.176.800.000 326.807.510 18.656.149.478 2,71% 3,74% 
Desember 2.821.500.000 366.690.931 19.067.467.345 2,56% 3,72% 
Jumlah 26.618.850.000 4.036.214.959 211.510.386.934     
Rata-rata 2.218.237.500 336.351.247 17.625.865.578 2,64% 3,71% 
Sumber: PD BPR BKK TULUNG 2009 dan diolah 
Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa kinerja PD BPR BKK TULUNG 
cenderung baik, hal ini dapat dilihat dari total realisasi kredit tahun 2009 yang 
rata-rata per bulan bisa merealisasi kredit Rp. 2.218.237.500,-. Selain itu dilihat 
dari pendapatan bunga per bulan yang rata-rata mencapai Rp. 336.351.247,-. Dan 
sudo tahun 2009 mengalami peningkatan dari bulan ke bulan yang rata-rata per 
bulanya mencapai Rp. 17.625.865.578,-. 
c. Tingkat kolektibilitas kredit UMKM 
Dalam hal ini akan dijelaskan tentang tingkat kolektibilitas nasabah dari PD BPR 
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BKK TULUNG. Tingkat kolektibilitas tersebut digolongkan menjadi empat 
bagian yang diantaranya: 1) Lancar, 2) Kurang Lancar, 3) Diragukan, 4) Macet. 
Tingkat kolektibilitas tersebut dapat dilihat pada tabel3.5 berikut: 
Tabel 3.6 
Tingkat Kolektibilitas Nasabah Tahun 2009 
(Dalam Ribuan Rp) 
Bulan Lancar Kurang lancar Diragukan Macet 
Januari 15.024.835.153 384.747.402 68.820.365 170.228.896 
Februari 15.024.835.153 270.233.335 145.427.115 169.608.548 
Maret 15.024.835.153 210.052.520 271.120.255 179.890.898 
April 15.024.835.153 405.982.780 109.005.825 159.801.498 
Mei 15.024.835.153 282.732.652 135.036.375 249.212.798 
Juni 17.383.209.025 335.833.407 123.717.990 162.786.398 
Juli 17.498.942.222 295.165.452 244.282.240 173.359.253 
Agustus 17.156.840.838 272.552.057 176.323.265 213.552.003 
September 16.784.040.638 254.356.715 175.132.265 210.998.653 
Oktober 17.499.437.528 207.240.057 229.028.890 207.907.873 
Nopember 17.957.737.899 272.609.586 225.353.855 200.448.138 
Desember 18.357.019.019 360.238.358 162.570.650 187.639.318 
Jumlah 197.761.402.934 3.551.744.321 2.065.819.090 2.285.434.274 
Prosentase 96% 2% 1% 1% 
 
Sumber: PD BPR BKK TULUNG 
Sebagai mana telah diketahui dalam tabel 3.4 bahwa non performance loan pada PD 
BPR BKK TULUNG masih 1 digit yaitu kisaran 3,44% sampai dengan 3,99%. 
Dalam tabel diatas diketahui bahwa tingkat kolektibilitas kredit lancar 96%, kredit 
kurang lancar 2%, kredit diragukan 1%, dan kredit macet 1%.  Pembahasan tentang 
tingkat kolektibilitas nasabah pada bagian ini dilakukan untuk mengetahui bidang 
usaha UMKM yang memiliki kinerja baik dan yang kurang baik. Dari hasil 
wawancara dengan salah satu pegawai PD BPR BKK TULUNG dan survey yang 
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sudah dilakukan menunjukkan bahwa nasabah yang paling banyak mengalami non 
performance loan adalah nasabah UMKM dari bidang pedagangan. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 
1) Banyaknya persaingan usaha dalam bidang perdagangan. 
2) Harga grosir atau harga kulak yang relatif mengalami kenaikan. 
3) Karakter nasabah itu sendiri. 
Dengan begitu wajar apabila nasabah dalam bidang perdagangan paling banyak 
mengalami non performance. Akan tetapi hal tersebut dapat di atasi PD BPR BKK 
TULUNG dengan cara memberikan pembinaan terhadap nasabah NPL tersebut 
berupa solusi atau jalan keluar yang baik agar usahanya tetap bisa berjalan dan 
angsuran kredit juga tetap lancar, karena budaya kerja PD BPR BKK TULUNG 
lebih mengutamakan pelayanan terhadap nasabah, sehingga dengan begitu dapat 
menarik lebih banyak nasabah dan yang sudah menjadi nasabah akan lebih merasa 
nyaman. Jadi cara dari PD BPR BKK TULUNG dalam mengatasi nasabah NPL 
tidak seperti yang dilakukan bank-bank umum yang kebanyakan langsung ke tahap 
lelang agunan atau jaminan. 
 
2. Kendala PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM 
 Pada bagian ini penulis mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi 
kendala bagi PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM di Klaten dan 
sekitarnya. Faktor-faktor tersebut antara lain: 
a. Keterbatasan akses para pelaku UMKM kepada lembaga-lembaga keuangan. 
lxxvi 
 
  Keterbatasan akses para pelaku UMKM kepada lembaga-lembaga keuangan 
ini disebabkan karena ketakutan mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan 
tersebut, ketakutan tersebut biasanya dilatarbelakangi kurangnya informasi. 
Kurangnya informasi tersebut selain disebabkan karena jarang berhubungan dengan 
lembaga-lembaga keuangan, juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. 
Rendahnya tingkat pendidikan tersebut biasanya akan berdampak pada kekurang 
percayaan diri terhadap lingkungan sekitar. 
b. Tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi. 
 Walaupun   terlihat   adanya   peran   yang sudah dimainkan oleh PD BPR 
BKK TULUNG di dalam pembiayaan UMKM seperti yang telah dijelaskan di atas, 
akan tetapi beberapa kendala masih dijumpai. Jika diperhatikan kendala tersebut 
adalah tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi menjadi salah satu pemicu 
kendala PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM. Dari data yang 
diperoleh penulis waktu penelitian suku bunga kredit PD BPR BKK TULUNG yang 
diberikan kepada pihak ke tiga menurut keputusan direktur PD BPR BKK TULUNG, 
No: 15/KEP.DIR/III/09 tentang ketentuan terhadap kredit yang diberikan kepada 
pihak ke tiga PD BPR BKK TULUNG adalah sebagai berikut: 
1) Suku bunga kredit dapat dibedakan menurut golongan debitur dengan 
pertimbangan-pertimbangan terhadap resiko kredit yang diberikan. 
2) Besarnya suku bunga flat rate adalah berkisar antara 15% s/d 30%, dengan 
pembebanan berdasarkan bulan efektif. 
3) Besarnya suku bunga anuitas adalah berkisar antara 24% s/d 36% per tahun. 
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4) Terhadap pengurus dan pegawai PD BPR BKK Tulung diberikan perlakuan 
bunga khusus yang besarnya 8% per tahun dihitung secara anuitas. 
 Walaupun tingkat bunga kredit yang tinggi, tetapi PD BPR BKK TULUNG 
sudah menekan seminimal mungkin tingkat suku bunga kreditnya dibandingkan 
tingkat suku bunga pada BPR lain, dengan kondisi ini  PD BPR BKK TULUNG 
telah melakukan peran yang cukup baik di dalam pembiayaan UMKM, antara lain 
dengan cara memberikan jangka waktu angsuran yang meringankan para Debitur 
seperti angsuran musiman (1x/6bulan, atau 1x/12bulan). Dengan adanya sistem 
angsuran musiman tersebut para Debitur terarik  untuk mengambil kredit dengan 
sistem angsuran musiman, hal itu terbukti dari total kredit UMKM pada tahun 
2009 sebesar 66% mengambil sistem musiman. 
c. Nilai agunan yang dijaminkan tidak cukup atau tidak sesuai dengan plafon kredit 
yang diminta. 
 Kendala PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM akan diuraikan 
berdasarkan alasan penolakan kredit UMKM yang pernah menjadi mengajukan  
kredit kepada P D BPR BKK TULUNG. Hal ini disebabkan karena nilai agunan   
yang   dijaminkan tidak  cukup  atau  tidak  sesuai  dengan plafon kredit yang 
diminta. Berikut adalah ketentuan taksiran harga jaminan oleh PD BPR BKK 
TULUNG dengan perhitungan sebagai berikut: 
1) SHM/ sertifikat tanah dengan pengikatan Hak Tanggungan : 
Taksiran pada pipil PBB + Harga Patokan Daerah Setempat 
Harga taksiran = --------------------------------------------------------------------- 
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Maksimum kredit yang diberikan 80% x Harga taksiran 
2) SHM/SGB dengan pengikatan Non Hak Tanggungan : 
Maksimum kredit yang diberikan = 80 % x NJOP 
3) BPKB, surat berharga dan barang bergerak lainnya 
Maksimum kredit yang diberikan = 65 % x harga taksiran 
4) Taksiran Nilai Agunan di atas ditentukan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim 
Penilai Agunan 
5) Jaminan Surat Kuasa Debet Rekening dan Pemblokiran  atas Deposito/ 
Tabungan Maks. Kredit yang diberikan = Nominal tabungan/Deposito – Beban 
Bunga Pinjaman 
6) Pemberian kredit khusus pegawai negeri sipil dengan sistem potong gaji maka 
jaminan yang ditentukan oleh bank adalah Surat Kuasa Potong Gaji dan Surat 
Avalist yang telah mendapatkan rekomendasi kepala dan bendahara dengan 
perhitungan sebagai berikut : 
a) Surat Kuasa Potong Gaji dan Avalist tanpa tambahan agunan lainnya 
maksimum kredit yang diberikan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) 
b) Surat Kuasa Potong Gaji dan avalist dengan tambahan jaminan Sertifikat 
Tanah atau BPKB maksimum kredit yang diberikan adalah Rp 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) 
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c) Surat Kuasa Potong Gaji dan avalist dengan tambahan Jaminan SK Pertama 
Asli, SK Terakhir Asli, Karpeg Asli, dan Taspen Asli maksimum kredit yang 
diberikan adalah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) 
7) Pemberian Kredit Potong Gaji khusus karyawan karyawati PD BPR BKK 
Tulung maka jaminan yang ditentukan oleh bank adalah berupa BPKP dan atau 
sertifikat tanah 
d. Keadaan ekonomi di sekitar. 
 Salah satu kendala yang dihadapi PD BPR BKK TULUNG dalam 
pembiayaan UMKM adalah keadaan ekonomi di sekitar yang kurang baik. Salah 
satu contoh kasus yang pernah ada did PD BPR BKK TULUNG adalah debitur 
yang mengambil kredit Sapi Kereman, kredit ini diberikan guna pembelian sapi 
dan dengan sistem angsuran musiman (6 bulan 1x / 12 bulan 1x). Pada awal tahun 
2010 Indonesia didatangi sapi impor dari Australia yang harganya relatif lebih 
murah dibandingkan sapi asli dari Indonesia. Karena hal ini beberapa debitur 
yang mengambil kredit Sapi Kereman kesulitan untuk melunasi kredit yang sudah 
menjadi tanggungannya karena sapi yang seharusnya harganya tinggi jadi turun 
drastis karena adanya sapi impor dari Australia tersebut, sehingga yang 
seharusnya bisa perpanjang kontrak kredit kini tidak bisa memperpanjang karena 
belum bisa melunasi kredit yang menjadi tanggungannya. 
 
3. Prospek PD BPR BKK TULUNG dalam pembiayaan UMKM 
 Lembaga Keuangan Mikro memiliki keterkaitan yang erat dengan 
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perkembangan  usaha mikro. Berkaitan dengan hal itu, prospek PD BPR BKK 
TULUNG pada masa yang akan datang berhubungan erat dengan tingkat 
perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Klaten dan sekitarnya dimasa yang akan  
datang. UMKM dimasa yang akan datang dipercaya akan mempunyai 
perkembangan  yang semakin meningkat. Hal ini sudah terbukti dengan daya tahan 
yang ditunjukkannya pada masa krisis ekonomi. UMKM juga mempunyai peluang 
untuk berkembang karena didukung oleh kebijakan pemerintah baik nasional 
maupun daerah melalui berbagai kebijakan, program dan aktivitas. Sejalan dengan 
tekad pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, maka salah satu alternatif adalah 
melalui pengembangan UMKM. Adanya pendidikan kewirausahaan pada berbagai 
level pendidikan dan perilaku sosial yang mempunyai bakat berusaha yang tinggi, 
maka diharapkan perkembangan UMKM akan lebih pesat. Hal ini tentunya akan 
berakibat kepada peningkatan  kebutuhan modal usaha akan menjadi potensi bagi 
PD BPR BKK TULUNG untuk meningkatkan aktivitas pembiayaannya. 
 Saat ini jangkuan pelayanan PD BPR BKK TULUNG masih terbatas  pada  
sekelompok  nasabah dari seluruh UMKM di Klaten dan sekitarnya. Hal ini 
merupakan peluang bagi PD BPR BKK TULUNG untuk meningkatkan pelayanan 
melalui perluasan jangkauan kepada nasabah potensial. Berdasarkan  analisis tentang 
peran BPR dalam pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya, terlihat bahwa PD 
BPR BKK TULUNG telah berperan menjalankan fungsi intermediari-nya. Namun 
demikian kedepan PD BPR BKK TULUNG memiliki prospek yang cukup baik 
untuk pembiayaan UMKM, tetapi dengan terlebih dahulu mengatasi kendala dan 
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hambatan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar BPR, seperti tingginya 




 Sebagai penutup dalam pembahasan tugas akir ini penulis kemukakan 
kesimpulan atas uraian – uraian pada bab sebelumnya dan saran – saran yang 
mungkin nantinya dapat digunakan oleh Kantor PD BPR BKK TULUNG. 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. PD BPR BKK TULUNG telah berperan baik dalam menjalankan fungsi     
intermediary dalam pembiayaan UMKM. Hal ini terlihat dari peningkatan 
jumlah dana yang dapat dihimpun dan disalurkan, kinerja yang baik dalam 
pelayanan nasabah. Lebih  jauh  peran  ini juga dapat dilihat dengan adanya 
peningkatan prestasi UMKM yang menjadi nasabah PD BPR BKK 
TULUNG. 
2. Mayoritas sektor yang dibiayai oleh PD BPR BKK TULUNG adalah sektor 
UMKM. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran penyaluran kredit dari 




hidup masyarakat pedesaan melalui pembiayaan terutama untuk petani, 
karyawan  kecil dan pedagang. 
3. Masih dapat ditingkatkannya peran PD BPR BKK TULUNG dalam 
pembiayaan UMKM karena masih relatif terbatasnya jumlah UMKM di 
Klaten dan sekitar yang dilayani oleh PD BPR BKK TULUNG. 
4. Masih terdapatnya kendala dan hambatan serta keterbatasan baik yang 
disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal BPR dalam meningkatkan 
perannya dalam melakukan pembiayaan terhadap UMK: 
a. Belum tersosialisasinya keberadaan PD BPR BKK TULUNG ditengah 
masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang menjadi pasar potensial 
BPR. 
b. Relatif tingginya tingkat bunga yang di tawarkan oleh PD BPR BKK 
TULUNG kepada nasabah yang disebabkan oleh berbagai faktor 
diantaranya tingginya biaya provisi dan biaya operasional yang juga 
tinggi. 
c. Adanya imej di kalangan pasar potensial bahwa berhubungan dengan BPR 
tersebut sulit dan bagi beberapa kalangan pergi ke BPR menjadi suatu hal 
yang   menurunkan   harga diri mereka sebagai pengusaha. 
d. Keadaan perekonomian sekitar yang mempengaruhi tingkat pembiayaan 
PD BPR BKK TULUNG terhadap UMKM. 
5. Prospek PD BPR BKK TULUNG untuk pembiayaan UMKM di Klaten dan 
sekitarnya dimasa yang akan datang sangat besar, hal ini sejalan dengan  
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proyeksi yang menunjukkan akan terus berkembangnya UMKM di Klaten dan 
sekitarnya dimasa ke depan. Hal ini seiring dengan peran UMKM sebagai 
tulang punggung perekonomian, sehingga pemerintah baik pusat maupun 
daerah memiliki kepentingan untuk terus mendorong pertumbuhan UMK 
untuk  dapat  memberikan kontribusi maksimum terhadap perekonomian. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan pada peran, hambatan dan prospek PD BPR BKK TULUNG 
dalam pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya akhirnya penulis 
memberikan saran – saran kepada stakeholdes yang dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan pembiayaan UMKM di Klaten dan sekitarnya. 
1. Perlunya mensosialisasikan keberadaan P D  BPR BKK TULUNG kepada 
nasabah potensil dengan menekankan kepada keunggulan  yang dimiliki oleh  
P D  BPR BKK TULUNG yaitu prosedur yang cepat dan mudah untuk 
mendapatkan pembiayaan, prestasi yang sudah di dapat seperti no.1 se-
Indonesia kategori Best Performance, dan produk-produk unggulan PD BPR 
BKK TULUNG. Hal ini dapat dilakukan oleh PD BPR BKK TULUNG 
sendiri maupun pemerintah daerah sebagai stakeholders yang sangat 
berkepentingan dengan PD BPR BKK TULUNG, ataupun oleh lembaga lain. 
Cara  promosi  yang  dapat dilakukan  selain yang sudah ada dengan cara 
mengunakan media lokal seperti  radio,  koran dan sarana komunikasi lainnya 
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seperti melakukan sosialisasi di tempat yang biasanya menjadi pusat perhatian 
masyarakat seperti balai pertemuan. 
2. Memperluas jaringan atau akses dengan membuka kantor cabang baru di 
daerah yang sekiranya para pelaku UMKM membutuhkan peran dari pada 
LKM atau di daerah yang UMKM nya belum dijangkau oleh PD BPR BKK 
TULUNG. 
3. Mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM tentang 
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